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ABSTRACT ARTICLE HISTORY

This research aims to analyze the influence of capital expenditure on the
unemployment rate in Indonesia. Using panel data from 30 provinces
during the 2007-2015 period. To sharpen the analysis, we divided the
provinces into three groups, namely the western region, the central region,
and the eastern region. The analysis model used is panel regression with a
fixed effect approach. Using 95% confidence, our research provides
empirical evidence that capital expenditure can significantly reduce the
unemployment rate in Indonesia's western and central regions, whereas for
the eastern region, this expenditure does not significantly reduce
unemployment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal
terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Menggunakan data panel 30
provinsi selama periode 2007-2015. Guna mempertajam analisis, kami
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membagi provinsi dalam tiga kelompok yakni kawasan barat, kawasan

tengah dan kawasan timur. Model analisis yang digunakan adalah regresi
panel pendekatan fixed effect. Menggunakan keyakinan 95%, penelitian
kami memberikan bukti empiris bahwa belanja modal secara signifikan
dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia Kawasan barat dan
tengah, sebaliknya untuk daerah Kawasan timur, belanja ini tidak signifikan
menurunkan pengangguran.

1. Pendahuluan

Hasil kajian sejumlah peneliti berkaitan dengan pengangguran yang tidak
berbanding positif apa yang dilakukan oleh Provinsi. Akhmad (2019) dalam penelitianya
dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak nyata
terhadap angka. Hal ini yang menyebabkan sehingga belanja modal berpengaruh positif
atau berbanding lurus dengan angka pengangguran. Sebaliknya, berbeda dengan
peneliti tersebut, penelitian yang dilakukan Sondakh & Lapian (2017) menemukan
bahwa hasil alokasi belanja yang dianggarkan pemerintah melalui alokasi belanja
modal, dimana belanja ini untuk menggenjot pembangunan serta investasi swasta baik
dalam negeri maupun asing mempunyai korelasi atau hubungan saling keterkaitan satu
sama lain dengan kesempatan kerja yang ada di dimana berdasarkan hasil
penghitungan didapatkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat alokasi belanja modal
yang dianggarkan dan semakin banyak ketertarikan investasi dari dalam maupun luar
negeri akan semakin mengurangi jumlah pengangguran. Meskipun dalam penelitian ini
korelasi yang terjadi masih kecil nhamun dengan semakin besarnya pengalokasian
anggaran pembangunan yang diberikan oleh pemerintah dan semakin terbukanya
sumber-sumber ekonomi potensial maka akan meningkatkan pula minat dari para
pemegang modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk dapat
menanamkan investasinya.

Berbeda dengan sejumlah peneliti, kajian ini menggunakan data panel provinsi di
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Indonesia dengan membagi wilayah dalam tiga Kawasan (barat, tengah dan timur).
Menggunakan regresi panel pendekatan Fixed Effect, temuan penelitian dapat
menggambarkan sejauhmana realisasi belanja modal dapat mendorong penurunan
tingkat pengangguran di masing-masing Kawasan.

Pengangguran merupakan salah satu keadaan dimana seseorang belum dapat
memperoleh pekerjaan tetapi ingin mendapatkan pekerjaan dan tergolong dalam
angkatan kerja (Sukirno, 2000). Pengangguran merupakan salah satu masalah
makroekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung yang
dapat mengakibatkan menurunnya standar kehidupan dan juga tekanan secara
psikologis dan juga masalah yang sangat sulit dalam mengatasinya di setiap negara.
Pengangguran juga merupakan salah satu hal yang sangat sering di bicarakan dalam
debat politik, dan politisi menawarkan kebijakan-kebijakan yang mereka yakini dapat
membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus dapat mengurangi
pengangguran (Mankiw, 2003).

Dalam suatu negara, pengangguran dapat diartikan sebagai perbedaan di antara
penggunaan tenaga kerja dan angkatan kerja yang sebenarnya. International Labor
Organization (ILO) membagi penduduk menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan
penduduk bukan usia kerja. Lebih lanjut penduduk usia kerja memiliki dua kelompok
yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dalam menganalisis kinerja
perekonomian suatu negara atau suatu daerah, maka salah satu indikator yang menjadi
tolak ukur adalah bagaimana penggunaan sumber daya yang ada, terutama
penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu salah satu titik fokus analisis adalah
ketersediaan lapangan kerja. Karena itu pemerintah senantiasa dihadapkan pada
kebijakan dalam hal penciptaan lapangan kerja. Mengingat pertumbuhan penduduk di
negara-negara berkembang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan terus
meningkatnya jumlah pekerja dan pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk.

Pada dasarnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang
berbanding terbalik. Dikatakan demikian karena orang yang bekerja tentu akan
memberi kontribusi dalam memproduksi barang dan jasa. Sementara orang yang
menganggur (tidak bekerja) otomatis tidak berkontribusi terhadap penciptaan barang
dan jasa. Salah satu pakar ekonomi yang melakukan kajian tentang hubungan antara
pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yaitu Arthur Okun melakukan identifikasi
hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Artur Okun menemukan
bahwa semakin banyak angka pengangguran maka semakin rendah pertumbuhan
ekonomi. Selanjutnya beberapa pakar ekonomi mencoba menguji teori dari Arthur Okun
tersebut, antara lain dilakukan oleh Silvapulle et al., (2004) Attfield & Silverstone
(1998), Harris & Silverstone (2001), Sogner & Alfred (2002), Apergi & Rezitis(2003),
dalam melihat pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
Temuan mereka bervariasi secara substansial dari waktu ke waktu antara negara.

Pengangguran merupakan keadaan dimana tenaga kerja yang mampu dan mau
melakukan suatu pekerjaan tetapi terdapat penghalang sehingga tidak mendapatkan
pekerjaan tersebut dengan tingkat upah yang berlaku. Penyebab terjadinya
pengangguran pada umumnya yaitu tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan
lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran juga menjadi salah satu masalah dalam
perekonomian suaru Negara, karena dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas
dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, ketimpangan
pendapatan dan masalah sosial lainnya (Mada & Anshar, 2015). Pengangguran juga di
sebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Kondisi dimana jumlah
penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan tenaga kerja (Dongoran et al.,
2016).

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bersifat positif dan negatif.
Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan
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ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran
tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang
meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu
output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang
pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Melebarnya ketimpangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin
merupakan salah satu masalah global. Dimana penyebab utama kemiskinan yaitu
kurangnya pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan
cara meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan orang miskin,
sehingga mendapatkan penghasilan yang dapat menurunkan ketimpangan. Pendidikan
mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia
dan produktifitas suatu Negara. Dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja, maka
akan meningkatkan output (Abrigo et al., 2017).

Pengalokasian anggaran daerah dalam bentuk belanja modal terutama
pembangunan infrastruktur misalnya, akan berdampak positif pada penyediaan
lapangan kerja terutama pada saat pembangunan, yang pada gilirannya dapat
menurunkan tingkat pengangguran (Zulhanafi et al., 2013). Penelitian yang dilakukan
oleh Bahri et al. (2019) juga membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh
signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Belanja pemerintah dapat
mendorong penciptaan lapangan kerja yang kemudian menyerap sejumlah angkatan
kerja. Sebelumnya, penelitian Muammil (2018), apabila pengeluaran pemerintah di
tingkatkan (ekspansi fiskal), hal tersebut dapat meningkatkan peluang kerja. Akan
tetapi, cukup besar pengeluaran pemerintah dari segi pembangunan infrastruktur yang
mana belum mampu menekan tingkat pengangguran. Sama halnya dengan penelitian
yang dilakukan oleh Abrigo et al. (2017) menunjukkan bahwa investasi modal manusia
memiliki efek positif pada produktivitas tenaga Kkerja. Investasi tersebut dapat
menghasilkan pendapatan pajak yang cukup untuk meningkatkan keseimbangan fiskal.
Tingkat pengangguran yang berkurang meningkatkan pembangunan manusia dan
akibatnya mengurangi kemiskinan. Belanja modal publik naik, pengangguran turun dan
indeks pembangunan manusia membaik. Karena itu, kebijakan berbasis infrastruktur,
yang pada awalnya mengurangi pengangguran, juga akan meningkatkan taraf hidup
(Akinbobola & Saibu, 2004).

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Selase (2019) di negara-
negara Afrika dengan data panel mulai tahun 2000-2017 menunjukkan bahwa
pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan mengurangi tingkat pengangguran
sementara pengeluaran untuk pertahanan kesehatan meningkatkan tingkat
pengangguran di wilayah tersebut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh
Amri (2010), peningkatan infrastruktur jalan tidak memiliki hubungan jangka panjang
terhadap perkembangan kesempatan kerja. Akan tetapi kesempatan kerja pada tahun
tertentu secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kesempatan kerja tahun
sebelumnya. Muliadi & Amri (2019) juga mengemukakan bahwa Infrastruktur jalan dan
belanja modal berpengaruh positif dan signifikan tarhadap terciptanya lapangan kerja di
Aceh. Begitu juga dengan penelitian yang di lakukan oleh Abubakar (2016) pengeluaran
publik memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan output, tetapi berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Nigeria. Yang mana pengeluaran publik
di Nigeria mengarah ke hal-hal yang tidak produktif, hampir tidak mengarah kepada
penciptaan lapangan kerja. Hasil penelitian Mahdavi & Alanis (2013) juga menunjukkan
bahwa pengeluaran publik mungkin tidak berfungsi sebagai perbaikan cepat dalam
kaitannya dengan UR (tingkat pengangguran). Pengalokasian dana federal untuk upah
dan gaji serta bantuan dan subsidi, tetapi tidak untuk pengeluaran modal dan asuransi
sosial untuk menurunkan UR (tingkat pengangguran).

Pasar tenaga kerja di Indonesia tidak hanya mengalami ketimpangan pendapatan,
tetapi juga mengalami kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja perempuan.
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Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita mengalami peningkatan dari tahun 2005
sebanyak 48% menjadi 51% pada tahun 2017. Akan tetapi angka tersebut tetap lebih
rendah dari tingkat partisipasi angkatan kerja pria yaitu sebesar 83% (Doumbia &
Kinda, 2019).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggabungkan antara data runtun
waktu (time series) dan data silang (cross-section) yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Data runtun waktu mencakup data tahunan yang dimulai dari tahun
2007 — 2015, sedangkan data silang mencakup 30 provinsi yang ada di Indonesia yang
terbagi menjadi 3 kawasan yaitu kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur.
Terdapat 10 provinsi yang termasuk kedalam kawasan barat yaitu Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka
Belitung dan Kepulauan Riau. Pada kawasan tengah terdapat 11 provinsi meliputi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan
provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan juga Papua Barat termasuk
kedalam kawasan timur Indonesia. Jenis data yang dikumpulkan antara lain,
ketimpangan pendapatan/gini rasio, tingkat pengangguran di Indonesia dan belanja
modal di seluruh provinsi Indonesia. Keterkaitan antara variabel penelitian ini harus
dijelaskan dengan pengukuran masing-masing variabel. Belanja modal adalah realisasi
pengeluaran daerah per kapita, dihitung dengan satuan rupiah per kapita. Tingkat
ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio dengan
ukuran satuan O - 1. Kemudian, pengangguran yang dilihat dari tingkat pengangguran
terbuka dengan satuan persen.

Model data panel digunakan sebagai teknik analisis ekonometrik dalam penelitian
ini. Data panel merupakan kombinasi dari data bertipe cross-section dan time series
(yakni sejumlah variabel diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam
suatu jangka waktu tertentu (Rosadi, 2012). Untuk melihat model regresi dengan data
panel, ada beberapa metode yang biasa digunakan yaitu model Common Effect, Fixed
Effect dan Random Effect.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Statistik Deskriptif

Indonesia yang memiliki 34 provinsi dan terbagi atas 3 kawasan yaitu barat, tengah
dan timur, dimana masing-masing kawasan tidak hanya memiliki nilai belanja modal,
ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka yang berbeda-beda
antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Tetapi juga terdapat perbedaan pada tiap
provinsi yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Ketimpangan pendapatan
pada 10 provinsi di kawasan barat pada tahun 2015 terdapat beberapa provinsi yang
memiliki kesamaan, seperti Bengkulu dan Lampung (0,38) yang merupakan provinsi
dengan ketimpangan pendapatan tertinggi. Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan
Kepulauan Riau (0,36) juga memiliki ketimpangan pendapatan yang sama. Sebaliknya
ketimpangan pendapatan terendah adalah provinsi Bangka Belitung (0,28). Berbeda
dengan ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka memiliki perbedaan
antara satu provinsi dengan yang lainnya. Provinsi dengan tingkat pengangguran
tertinggi adalah Aceh (9,93%) sedangkan yang terendah adalah provinsi Jambi
(4,34%). Sama halnya dengan tingkat pengangguran, belanja modal juga relatif
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja modal tertinggi pada kawasan barat
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Indonesia adalah Aceh (Rp404.858,75), sedangkan Sumatera Utara (Rp66.886,05)
menjadi provinsi dengan belanja modal terendah pada tahun 2015.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Kawasan Barat Kawasan Tengah Kawasan Timur
Belanja Modal TPT Belanja Modal TPT Belanja Modal TPT
(Rp/Kapita (%) (Rp/ kapita (%) (Rp/ kapita (%)

Mean 194.223,7 6,518 201.041,0 6,807 272.479,7 5,623
Median 152.275,5 6,330 84.103,67 5,930 137.609,3 5,100
Maximum 834.907,9 10,310 1.072.830 15,750 1.924.273 12,200
Minimum 28.104,66 2,370 8.475,873 1,790 30.066,97 2,080
Std. Dev. 141.608,0 1,829 253.988,6 3,377 356.935,5 2,359
Skewness 2,045 0,211 1,828 0,708 2,473469 0,890
Kurtosis 8,507 2,419 5,728 2,644 9,278527 3,040
Observations 90 90 99 99 81 81
Jumlah

Provinsi 10 11 9

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2020.

Pada kawasan tengah, terdapat 6 dari 11 provinsi yang memiliki kesamaan
ketimpangan pendapatan, seperti provinsi DKI dengan Yogya (43%) yang juga
merupakan provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi, tidak hanya itu, provinsi
lain yang memiliki kesamaan yaitu Jawa Tengah dengan Bali (0,38%) dan juga
Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tenggara (0,33%). Sebaliknya, Kalimantan Timur
(0,32%) adalah provinsi dengan ketimpangan pendapatan terendah. Dalam periode
tahun yang sama, tingkat pengangguran memiliki perbedaan antara satu dengan yang
lainnya. Banten (9,55%) merupakan provinsi dengan peringkat pertama yang memiliki
tingkat pengangguran tertinggi, sedangkan Bali ((1,99) memegang peringkat terakhir
yang memiliki tingkat pengangguran terendeah dari 11 provinsi yang ada dalam
kawasan tengah tersebut. Dalam hal belanja modal, DKI (Rp 1.006.496,11) menjadi
provinsi dengan belanja modal tertinggi, sebaliknya Jawa Barat (Rp 49.211,75) yang
memiliki belanja modal terendah.

Tidak jauh berbeda, pada kawasan timur Indonesia juga memiliki ketimpangan
pendapatan yang sama pada beberapa provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo dan
Papua (0,42%). Akan tetapi, provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi
adalah Papua Barat (0,44%). Sama dengan beberapa provinsi di atas, NTT dan Maluku
(0,34) juga memiliki kesamaan dan menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan
pendapatan terendah. Berbeda dengan ketimpangan pendapatan, tingkat
pengangguran terbuka berbeda-beda antar provinsi. Provinsi yang menduduki peringkat
pertama tertinggi tingkat penggangguran yaitu Maluku (9,93%). Berbanding terbalik
dengan Sulawesi Barat (3,35%) yang merupakan provinsi dengan tingkat
penggangguran terendah. Begitu juga dengan belanja modal yang bervariasi, provinsi
yang memiliki belanja modal tertinggi yaitu Papua Barat (Rp 1.924.273,18), berbeda
dengan provinsi Sulawesi Selatan (Rp 99.680,18) yang merupakan provinsi dengan
belanja modal terendah.

3.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran

Pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan barat,
kawasan tengah dan, kawasan timur berpengaruh negatif terhadap tingkat
pengangguran di tiga kawasan tersebut. Hal ini dapat di lihat dari hasil koefisien
estimasi pada masing-masing variabel bernilai negatif seperti yang ditunjukkan oleh
rangkuman regresi panel pada tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Pengangguran.

Kawasan Barat Kawasan Tengah Kawasan Timur
Dependent Variable: Dependent Variable: Dependent
log TPT logTPT Variable: logTPT
Koefisien Koefisien Koefisien
Estimasi P3¢ Estimasi pvalue  Eolimasi  Pvalue
1.545 0.000 2,311 1,230
C [5.069] [11,458] 0,000 [4,217] 0,000
-0.144 0.016 -0,308 -0,101
logBM [-2.458] [-7,603] 0,000 [-1,812] 0,074
Effects Specification: Fixed Effect
R? 0.612 0,909 0,759
Adjusted R? 0.563 0,898 0,729
F-statistic 12.452 79,342 24,905
Prob(F-stat) 0.000 0,000 0,000
Durbin-Watson
stat 1.087 1,000 0,769

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2020.
Note: p-value < 0,05 artinya signifikan pada keyakinan 95%; p-value > 0,05 artinya tidak signifikan pada
keyakinan 95%; nilai dalam tanda [ ] adalah t statistik.

Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa hubungan fungsional antara pengaruh
belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan barat dapat di nyatakan
ke dalam persamaan 1.

log TPTit=1.545-0.144logBMi 1)

Jadi pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan
barat berpengaruh negatif dan signifikan. Hal itu bisa di lihat dari hasil koefisien
estimasi sebesar-0.144 (p-value = 0.000 < 0,05), bahwa setiap peningkatan belanja
modal 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,144% pada
kawasan barat. Seperti yang diketahui apabila belanja modal yang dikeluarkan
pemerintah menurun, maka akan menyebabkan perekonomian dan produktifitas
masyarakatnya pun ikut menurun. Sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat
juga akan menurun, hal ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya
pengangguran yang ada dikawasan tersebut di karenakan sulitnya mendapatkan
lapangan pekerjaan sehingga sebagian masyarakat terpaksa menjadi pengangguran.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang di lakukan oleh Zulhanafi et al. (2013) yang
menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dari segi belanja modal dan infrastruktur
akan berdampak pada meningkatnya output yang juga akan meningkatkan faktor-faktor
produksi yang mana salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat
pengangguran. Berbanding terbalik dengan temuan Abubakar (2016) yang
menyimpulkan bahwa pengeluaran publik memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan
output, tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengagguran di Nigeria,
dikarenakan pengeluaran publik tersebut tidak mengarah pada terciptanya lapangan
kerja. Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa hubungan fungsional antara
pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran pada kawasan tengahdapat di
nyatakan ke dalam persamaan 2.

log TPTi=2,311- 0,308logBMit (2)

Sama dengan hasil pengaruh belanja modal yang ada di kawasan barat, pengaruh
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belanja modal dikawasan tengah juga berpengaruh negatif serta signifikan terhadap
tingkat pengangguran terbuka dikawasan tersebut. Hal ini juga bisa kita lihat dari hasil
koefisien estimasi sebesar -0,308 (p-value = 0.000 < 0,05) maka apabila meningkatnya
belanja modal 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,308%
pada kawasan tengah.

Adanya dampak negatif dan signifikan belanja modal terhadap tingkat
pengangguran terbuka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri et al.
(2019) penelitian menggunakan model structural itu menunjukkan bahwa pengeluaran
pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia.
Hasil tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan temuan Selase (2019) di negara-
negara Afrika dengan data panel mulai tahun 2000-2017 menunjukkan bahwa
pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan mengurangi tingkat pengangguran
sementara pengeluaran untuk pertahanan kesehatan meningkatkan tingkat
pengangguran di wilayah tersebut. Dari tabel diatas dapat di artikan yang bahwa
hubungan fungsional antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran
pada kawasan timur dapat di nyatakan ke dalam persamaan 3.

log TPTit=1,230-0,101logBMit 3)

Memiliki kesamaan hasil dengan kawasan sebelumnya, kawasan timur juga memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini
ditunjukkan oleh hasil estimasi koefisien sebesar -0,101 (p-value = 0.000 < 0,074).
Apabila belanja modal meningkat sebesar 1%, hal ini dapat menurukan tingkat
pengangguran terbuka sebesar 0,101%. Maka dapat di simpulkan bahwa belanja modal
sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada di kawasan barat,
kawasan tengah maupun di kawasan timur, hal tersebut dapat di perhatikan dari
penjelasan dari kedua kawasan di atas yang sama-sama memiliki pengaruh negatif dan
signifikan antara pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran yang ada di
tiga kawasan tersebut. Temuan ini selaras dengan penelitian Muammil (2018), apabila
pengeluaran pemerintah di tingkatkan (ekspansi fiskal), hal tersebut dapat
meningkatkan peluang kerja. Akan tetapi, cukup besar pengeluaran pemerintah dari
segi pembangunan infrastruktur yang mana belum mampu menekan tingkat
pengangguran. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh
Muliadi & Amri (2019) juga mengemukakan bahwa Infrastruktur jalan dan belanja modal
berpengaruh positif dan signifikan tarhadap terciptanya lapangan kerja di Aceh. Begitu
juga dengan temuan Amri (2010), peningkatan infrastruktur jalan tidak memiliki
hubungan jangka panjang terhadap perkembangan kesempatan kerja. Akan tetapi
kesempatan kerja pada tahun tertentu secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh
kesempatan kerja tahun sebelumnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Upaya pemerintah dalam mengeluarkan belanja modal tidak hanya berpengaruh
dalam mengentaskan ketimpangan pendapatan di Indonesia, tetapi juga dapat
mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini
menginvestigasikan pengaruh belanja modal dalam mengurangi ketimpangan
pendapatan dan pengangguran di semua daerah Indonesia. Menggunakan data
panel 30 Provinsi di Indonesia selama periode 2007-2015. Penelitian ini menemukan
bahwa pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan barat
berpengaruh positif dan tidak signifikan. Berbeda dengan kawasan barat, pada
kawasan tengah dan timur memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini juga
menemukan bahwa pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka
di kawasan barat, kawasan tengah dan kawasan timur memiliki kesamaan hasil
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kajian yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Adapun hal ini disebabkan oleh
meningkatnya belanja modal yang ada di kawasan tersebut. Jadi, semakin besar
pengeluaran belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah maka pemerintah bisa
menggunakan dana tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
yang berada di kawasan tersebut. Apabila semakin besar ketersediaan lapangan
kerja yang dibuka oleh pemerintah maka akan membuat ketimpangan pendapatan
dan juga pengangguran yang ada di daerah tersebut menurun.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka intervensi kebijakan yang perlu
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya ketimpangan pendapatan dan
pengangguran sebagai berikut:

1) Ekonomi, yaitu menyediakan lapagan pekerjaan baru, agar masyarakat
mengalami peningkatan dan memperbaiki pendapatan.

2) Sosial politik yaitu untuk meningkatkan kemakmuran keluarga, terhindar dari
konflik kekerasan dan untuk mewujudkan kestabilan politik.

3) Pendistribusian alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah harus merata
ke seluruh daerah di Indonesia tanpa pengecualian, sehingga tidak adanya
daerah yang ketertinggalan infrastruktur dan perkembangan pembangunan
lainnya, dikarenakan hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada suatu daerah.
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